WALI KOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SABANG NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS DALAM
NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH,
APARATUR SIPIL NEGARA DAN PIHAK LAIN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALI KOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara
lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan
bertanggungjawab, perlu mengatur mekanisme
perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara,
pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain
dalam lingkungan Pemerintah Kota Sabang;

b. bahwa berdasarkan hasil Putusan Mahkamah Agung
Nomor 12 P/HUM/2024 mengenai Permohonan
Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Presiden
Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional perlu dilakukan
penyesuaian;

c. bahwa sesuai surat Edaran Bersama Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor
SE-1/PK/2024 dan Direktur Jenderal Bina Keuangan
Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor
900.1.15.1/1608/Keuda tentang Tindak Lanjut Atas
Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024
mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil
terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33
Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
perlu dilakukan perubahan terhadap Tata Cara
Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,
Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain;

d. bahwa berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan
atas Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2024
tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil
Negara dan Pihak Lain;

Mengingat: ...



Mengingat

Menetapkan

- .

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Kotapraja Sabang Dengan  Mengubah
Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pemhbentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4287) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tzhun
2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA SABANG NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS DALAM
NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH,
APARATUR SIPIL NEGARA DAN PIHAK LAIN.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Sabang
Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan,
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas
Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur

Sipil ...
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Sipil Negara dan Pihak Lain (Berita Daerah Kota Sabang
Tahun 2024 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 7

Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bagi
Kepala Daerah, ASN dan Pihak Lain dilakukan

secara at cost (biaya riil).

Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas bagi
pimpinan dan anggota DPRK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan
ketentuan:

a. biaya transportasi dan biaya penginapan
dipertanggungjawabkan secara at cost atau
berdasarkan bukti pengeluaran riil yang sah;
dan

b. uang harian dan uang representasi perjalanan
dinas dipertanggungjawabkan secara lumsum.

Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan

dinas, selanjutnya komponen biaya perjalanan
dinas dibayarkan sesuai dengan ketentuan:

a. uang harian dibayarkan secara lumsum dan
merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur
dalam Peraturan Wali Kota tentang Standar
Harga Satuan;

b. biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan
biaya riil berdasarkan fasilitas transportasi
sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota
tentang Standar Harga Satuan;

c. biaya taksi perjalanan dinas sesuai dengan
biaya riil. Dalam hal biaya taksi perjalanan
dinas melebihi standar biaya taksi perjalanan
dinas, dapat dilaksanakan sepanjang didukung
dengan bukti pengeluaran riil
(pertanggungjawaban secara at cost).

d. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan
biaya riil dan berpedoman pada Peraturan Wali
Kota Sabang tentang Standar Harga Satuan.
Dalam hal perjalanan dinas tidak
menggunakan biaya penginapan, diberikan
biaya penginapan secara lumsum setinggi-
tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari
standar penginapan di kota tempat tujuan.

e. uang representasi dibayarkan secara lumsum
dan merupakan batas tertinggi sebagaimana
diatur dalam Peraturan Wali Kota tentang
Standar Harga Satuan; dan

f. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai
dengan biaya riill dan berpedoman pada

Peraturan ...
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Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga
Satuan.

Ketentuan ayat (8) Pasal 13 dicabut, sehingga Pasal 13
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5

Pasal 13

Mekanisme pembayaran biaya perjalanan dinas
dilakukan melalui Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang
Persediaan (GU) dan/atau pembayaran Langsung
(LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan

kepada pelaksana perjalanan dinas melebihi atau

kurang dari biaya perjalanan dinas yang seharusnya

dipertanggungjawabkan wajib disetor/dibayarkan

dengan ketentuan:

a. kelebihan biaya perjalanan dinas yang
dibayarkan melalui mekanisme UP/GU,

disetorkan ke rekening Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu;

b. kelebihan biaya perjalanan dinas yang
dibayarkan melalui LS disetorkan ke RKUD
melalui Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu; dan

c. dalam hal biaya perjalanan dinas yang
dibayarkan melalui UP/GU dan LS kurang dari

yang seharusnya, dapat dimintakan
kekurangannya oleh pelaksana perjalanan
dinas.

Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan
perjalanan  dinas, biaya pembatalan dapat
dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan, dengan
melampirkan:

a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan
Dinas dari pejabat yang menandatangani Surat
Tugas;

b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya
Pembatalan Perjalanan Dinas; dan

c. Pernyataan/Tanda Bukti Besaran
Pengembalian Biaya  Transportasi  dari
perusahaan jasa transportasi dan/atau
penginapan yang disahkan oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD yaitu:

a. biaya pembatalan tiket transportasi, biaya
penginapan; atau

b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi,
biaya  penginapan yang tidak dapat
dikembalikan/refund.

Pejabat Negara, Pejabat Daerah/Pimpinan dan
Anggota DPRK, ASN dan Pihak Lain selaku

pelaksana ...



(6)

(7)

(8)

w5

pelaksana perjalanan dinas wajib
mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan
dinas kepada pemberi tugas. Selanjutnya,
pertanggungjawaban  biaya perjalanan dinas
disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja
terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan
dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
sekurang-kurangnya melampirkan:

a. Surat Tugas yang sah;

b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan
pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan
dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat
tujuan perjalanan dinas;

c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax,
retribusi, dan bukti pembayaran Moda
Transportasi lainnya;

d. Daftar Pengeluaran Riil;

e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa
kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau
bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan
oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa
penyewaan kendaraan;

f.  bukti pembayaran hotel atau tempat menginap
lainnya; dan

g. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas
dengan melampirkan dokumentasi/foto
kegiatan.

Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau
penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) huruf c, huruf e, dan huruf f tidak diperoleh,
pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan
dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil.

Dihapus.

Pasal Il

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar ...



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya Dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
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